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ABSTRAK  
Kegiatan ini bertujuan untuk mengetahui prosedur penginputan 
data pembayaran pajak, dokumen yang digunakan, kendala yang 
dihadapi, serta upaya yang dilakukan dalam mengatasi kendala 
pada Bidang Keuangan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan 
Permukiman (DPRKP) Kabupaten Serang. Kegiatan dilaksanakan 
melalui observasi, wawancara, dokumentasi, dan praktik 
langsung selama pelaksanaan magang pada bagian Keuangan dan 
Akuntansi. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa penginputan data 
pembayaran pajak dilakukan secara bertahap, dimulai dari 
pemeriksaan kelengkapan dokumen, penginputan data 
pembayaran, pembuatan e-Billing melalui DJP Online, 
pembayaran pajak, penginputan NTPN, verifikasi data, scan dan 
upload kuitansi, hingga pengarsipan dokumen. Dokumen yang 
digunakan meliputi NPD, SPP, SPM, SP2D, kuitansi, faktur pajak, 
NPWP, kontrak kerja, serta dokumen pendukung lainnya. Dalam 
pelaksanaannya masih terdapat kendala berupa gangguan 
jaringan atau sistem, kesalahan penginputan data, dokumen yang 
belum lengkap atau tidak sesuai, serta keterbatasan pemahaman 
terhadap sistem perpajakan elektronik. Upaya yang dilakukan 
meliputi pemeriksaan dokumen sejak awal, pengecekan ulang 
data, peningkatan pemahaman penggunaan e-Billing, serta 
koordinasi dengan pegawai ketika terjadi kendala sistem. 
Kegiatan ini memberikan pengalaman langsung dalam 
administrasi keuangan serta meningkatkan ketelitian, 
kedisiplinan, dan tanggung jawab dalam pengelolaan pembayaran 
pajak. 
 
Kata Kunci: Penginputan Data, Pembayaran Pajak, e-Billing, DJP 
Online, Administrasi Keuangan 
 
 

ABSTRACT 
The internship activity aimed to understand the procedure for 
inputting tax payment data, the documents and data used, the 
obstacles encountered, and the efforts made to overcome 
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obstacles in the tax payment data input process. The method 
used in preparing this report was observation and direct practice 
during the internship in the Finance Division of the Department 
of Housing and Settlement Areas (DPRKP) of Serang Regency. The 
results showed that the tax payment data input process consists 
of several stages, including checking the completeness of 
supporting documents, entering tax payment data, creating e-
Billing through the Directorate General of Taxes (DJP) Online 
system, verifying the accuracy of the entered data, making tax 
payments, scanning and uploading receipts, and archiving 
documents. The documents used include NPD, SPP, SPM, SP2D, 
receipts, tax invoices, NPWP, work contracts, and other 
supporting documents. The obstacles encountered included 
incomplete supporting documents, errors in data entry, internet 
or system disruptions, and limited understanding of the 
electronic tax system. Efforts to overcome these obstacles 
included checking documents before processing, rechecking the 
accuracy of entered data, coordinating with related employees, 
and improving understanding of the e-Billing system. This 
internship provided practical experience in improving accuracy, 
responsibility, and skills in financial administration, particularly 
in the tax payment data input process. 
 
Keywords: Tax Payment, Data Input, e-Billing, Finance Division, 
Internship 

 
PENDAHULUAN  
Latar Belakang 
      Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang memiliki dasar hukum dan digunakan untuk 
mendukung kepentingan negara. Indriastuti, Apriyanti, dan Muthoharoh (2020) menjelaskan bahwa 
pajak dapat dipandang dari sisi ekonomi sebagai perpindahan sumber daya dari sektor privat ke sektor 
publik, sedangkan dari sisi hukum merupakan kewajiban yang timbul berdasarkan peraturan 
perundang-undangan. Ketentuan mengenai pajak juga ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 28 
Tahun 2007 yang menyatakan bahwa pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang bersifat 
memaksa berdasarkan undang-undang. 

     Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) Kabupaten Serang merupakan 
perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perumahan dan kawasan 
permukiman. Dalam pelaksanaan administrasi pemerintahan, Bidang Keuangan memiliki peran 
dalam pengelolaan administrasi dan pembayaran pajak atas transaksi yang dilakukan. Proses 
penginputan data pembayaran pajak perlu dilakukan secara teliti agar transaksi tercatat sesuai 
dokumen dan informasi keuangan dapat dipertanggungjawabkan. 
     Berdasarkan kondisi tersebut, kegiatan magang dilaksanakan untuk memperoleh gambaran 
langsung mengenai tahapan penginputan data pembayaran pajak, dokumen yang digunakan, 
kendala yang dihadapi, dan upaya penyelesaiannya. Kegiatan magang dilaksanakan pada Bidang 
Program dan Keuangan, bagian Keuangan dan Akuntansi DPRKP Kabupaten Serang pada 6 Juli 
sampai 5 Agustus 2026. 
Identifikasi masalah dalam kegiatan ini berfokus pada proses penginputan data pembayaran 
pajak, kelengkapan dokumen pendukung, kesalahan penginputan, gangguan sistem atau 
jaringan, dan pemahaman terhadap penggunaan sistem perpajakan elektronik. Tujuan kegiatan 
adalah memperoleh pemahaman mengenai prosedur penginputan, dokumen yang digunakan, 
kendala yang muncul, serta upaya yang dilakukan untuk mengatasinya. 
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     Manfaat kegiatan ini adalah memberikan pengalaman praktis bagi mahasiswa dalam 
menerapkan pengetahuan yang diperoleh selama perkuliahan, sekaligus memberikan gambaran 
mengenai administrasi pembayaran pajak pada instansi pemerintah. 
Identifikasi Masalah  
     Dalam pelaksanaan penginputan data pembayaran pajak pada Bidang Keuangan DPRKP 
Kabupaten Serang, masih ditemukan beberapa kendala yang dapat memengaruhi kelancaran 
proses administrasi. Salah satunya adalah dokumen pendukung yang belum lengkap atau belum 
sesuai, seperti faktur pajak, kuitansi, kontrak kerja, dan NPWP. Selain itu, terdapat 
kemungkinan kesalahan dalam penginputan data, seperti NPWP, nama wajib pajak, nilai 
transaksi, tarif pajak, dan kode akun. Oleh karena itu, setiap dokumen dan data perlu diperiksa 
terlebih dahulu sebelum dilakukan proses penginputan dan pembayaran pajak. 
     Kendala lainnya berkaitan dengan penggunaan sistem perpajakan secara elektronik, 
khususnya saat melakukan pembuatan e-Billing melalui DJP Online. Proses tersebut bergantung 
pada jaringan internet dan kondisi sistem, sehingga apabila terjadi gangguan jaringan atau 
pemeliharaan sistem, proses penginputan dapat mengalami keterlambatan. Selain itu, 
pemahaman terhadap tahapan penggunaan sistem juga diperlukan agar penginputan dapat 
dilakukan dengan benar dan tidak menimbulkan kesalahan yang mengharuskan proses diperbaiki 
kembali. 
     Berdasarkan permasalahan tersebut, diperlukan ketelitian dalam memeriksa kelengkapan 
dokumen dan melakukan verifikasi data sebelum penginputan diselesaikan. Koordinasi dengan 
pegawai, unit kerja, maupun rekanan juga diperlukan apabila terdapat dokumen yang belum 
lengkap atau data yang perlu diperbaiki. Dengan adanya pemeriksaan dan koordinasi yang baik, 
kendala dalam proses penginputan data pembayaran pajak dapat diminimalkan sehingga 
administrasi keuangan dapat berjalan lebih tertib dan teratur. 
Tujuan Kegiatan 
     Kegiatan ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami prosedur penginputan data 
pembayaran pajak pada Bidang Keuangan DPRKP Kabupaten Serang, mengetahui dokumen dan 
data yang digunakan dalam proses tersebut, mengidentifikasi kendala yang dihadapi selama 
penginputan, serta memahami upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala agar proses 
administrasi pembayaran pajak dapat berjalan dengan lebih teliti dan teratur. 
Manfaat Kegiatan 
     Kegiatan magang ini memberikan manfaat akademis, praktis, dan institusional. Secara 
akademis, kegiatan ini menambah wawasan dan pengetahuan mengenai prosedur penginputan 
data pembayaran pajak serta menjadi sarana bagi mahasiswa untuk menerapkan teori yang 
telah dipelajari selama perkuliahan ke dalam praktik kerja. Secara praktis, kegiatan ini 
memberikan pengalaman dalam pemeriksaan dokumen, penginputan data, pembuatan e-Billing, 
verifikasi, pembayaran, scan dan upload kuitansi, serta pengarsipan dokumen. Bagi institusi, 
kegiatan ini dapat mendukung kelancaran administrasi keuangan sekaligus mempererat kerja 
sama antara perguruan tinggi dengan DPRKP dalam pelaksanaan kegiatan magang.. 

 

METODE KEGIATAN  
Kegiatan dilaksanakan di Bidang Program dan Keuangan, Bagian Keuangan dan Akuntansi, 

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) Kabupaten Serang pada 6 Juli 
sampai 5 Agustus 2026. Metode kegiatan yang digunakan meliputi observasi, wawancara, 
dokumentasi, dan praktik langsung selama pelaksanaan magang. Tahap kegiatan diawali dengan 
observasi terhadap alur administrasi pembayaran pajak dan dokumen yang digunakan, 
kemudian dilakukan wawancara atau koordinasi dengan pegawai untuk memahami setiap 
tahapan kerja. Selanjutnya, penulis melakukan praktik langsung berupa pemeriksaan 
kelengkapan dokumen, penginputan data pembayaran pajak, pembuatan e-Billing melalui DJP 
Online, verifikasi data, pembayaran pajak, penginputan NTPN, scan dan upload kuitansi, serta 
pengarsipan dokumen. Dokumentasi digunakan sebagai bukti pelaksanaan kegiatan. Evaluasi 
dilakukan melalui pengecekan ulang hasil penginputan dan koordinasi dengan pegawai ketika 
ditemukan kesalahan, dokumen yang belum lengkap, atau kendala jaringan dan sistem. 
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HASIL DAN PEMBAHASAN  
Hasil kegiatan menunjukkan bahwa prosedur penginputan data pembayaran pajak pada 

Bidang Keuangan DPRKP dilakukan secara berurutan. Proses dimulai dari penerimaan dokumen 
transaksi, kemudian petugas memeriksa kelengkapan dan kesesuaian identitas rekanan, NPWP, 
nilai transaksi, serta jenis pajak. Setelah dokumen dinyatakan lengkap, data dimasukkan ke 
dalam aplikasi pengelolaan keuangan yang digunakan oleh DPRKP. Data yang diinput antara lain 
nomor dan tanggal transaksi, nama rekanan, NPWP, jenis pajak, dasar pengenaan pajak (DPP), 
tarif pajak, jumlah pajak, serta kode akun belanja dan kode akun pajak. 

Tahap berikutnya adalah pembuatan Kode Billing melalui sistem Direktorat Jenderal 
Pajak sebagai dasar pembayaran pajak secara elektronik. Setelah pembayaran berhasil, 
diterbitkan NTPN atau Bukti Penerimaan Negara (BPN). NTPN kemudian diinput kembali ke 
aplikasi keuangan daerah sebagai bukti bahwa pembayaran pajak telah diselesaikan. Data dan 
dokumen selanjutnya diverifikasi, kemudian kuitansi dan dokumen pendukung discan serta 
diunggah dan diarsipkan sebagai bahan pertanggungjawaban keuangan. 

Dokumen yang digunakan meliputi Nota Pencarian Dana (NPD), Surat Permintaan 
Pembayaran (SPP), Surat Perintah Membayar (SPM), Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), 
kontrak kerja, faktur atau invoice, kuitansi pembayaran, Berita Acara Serah Terima (BAST), 
faktur pajak, bukti potong pajak, dan NPWP. Dokumen tersebut menjadi dasar untuk 
memastikan transaksi benar-benar dilaksanakan dan menentukan data serta jenis pajak yang 
perlu diproses. 

Dalam pelaksanaan terdapat beberapa kendala, yaitu gangguan jaringan atau sistem, 
kesalahan penginputan, dokumen yang belum lengkap atau tidak sesuai, serta keterbatasan 
pemahaman terhadap sistem perpajakan elektronik. Kendala tersebut dapat menyebabkan 
proses penginputan tertunda dan memerlukan pemeriksaan atau perbaikan kembali. Untuk 
mengatasinya, dilakukan pemeriksaan dokumen sebelum proses, pengecekan ulang data dengan 
dokumen pendukung, peningkatan pemahaman mengenai e-Billing dan penggunaan sistem 
elektronik, serta koordinasi dengan pegawai apabila terjadi perbedaan data atau gangguan 
sistem. 

Hasil tersebut menunjukkan bahwa ketelitian dan pengendalian pada setiap tahapan 
menjadi bagian penting dalam menjaga ketepatan administrasi pembayaran pajak. Temuan ini 
sejalan dengan Mulyadi (2019) mengenai pentingnya pengendalian internal untuk menjaga 
keandalan informasi akuntansi, serta Muslih (2019) yang menekankan bahwa sistem informasi 
akuntansi yang berkualitas perlu menghasilkan informasi yang tepat, dapat diandalkan, efisien, 
mudah diakses, dan terintegrasi. 

 
Gambar 1. Penginputan Pajak Pada Aplikasi DJP online 
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Gambar 2. Dokumentasi Bersama pegawai DPRKP Divisi Keuangan 
 
 

KESIMPULAN DAN SARAN  
Kegiatan magang pada Bidang Keuangan DPRKP Kabupaten Serang menunjukkan bahwa 

penginputan data pembayaran pajak merupakan kegiatan administrasi yang dilakukan secara 
bertahap, mulai dari pemeriksaan dokumen, penginputan data, pembuatan e-Billing, 
pembayaran pajak, penginputan NTPN, verifikasi, scan dan upload kuitansi, sampai pengarsipan. 
Dokumen yang digunakan meliputi NPD, SPP, SPM, SP2D, kuitansi, faktur pajak, kontrak kerja, 
NPWP, dan dokumen pendukung lainnya. 

Kendala yang ditemukan berupa gangguan jaringan atau sistem, kesalahan input, 
dokumen yang belum lengkap atau tidak sesuai, serta keterbatasan pemahaman terhadap 
sistem elektronik. Upaya yang dilakukan adalah memeriksa dokumen sejak awal, mengecek 
kembali data yang telah diinput, meningkatkan pemahaman terhadap e-Billing, dan melakukan 
koordinasi dengan pegawai. Kegiatan magang juga memberikan pengalaman nyata dan melatih 
ketelitian, disiplin, serta tanggung jawab dalam pengelolaan administrasi keuangan. 

Saran yang dapat diberikan adalah meningkatkan ketelitian dalam setiap proses input, 
melakukan pemeriksaan dokumen sejak awal, meningkatkan pemahaman terhadap sistem 
perpajakan elektronik, dan memperkuat koordinasi antarpegawai. Bagi mahasiswa magang 
berikutnya, disarankan lebih aktif mempelajari prosedur kerja dan bertanya kepada 
pembimbing apabila terdapat pekerjaan yang belum dipahami. 
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